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Sambutan Kepala Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karuniaNya buku
Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa dalam APBN yang merupakan hasil kerja Tim
Penyusun Pusat Kajian Anggaran dapat diterbitkan.

Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi daerah.
Otonomi daerah di Indonesia salah satunya melalui desentralisasi fiskal yang
memiliki konsekuensi terhadap perubahan pengelolaan fiskal. Dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur pembagian kewenangan, tugas dan
tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal melahirkan transfer ke
daerah. Transfer ke daerah ini bertujuan diantaranya untuk lebih mendekatkan
akses daerah terhadap pembangunan, kesejahteraan masyarakat di daerah akan
lebih merata, hingga ketimpangan vertikal maupun horizontal dapat dipersempit.
Peningkatan alokasi dana transfer daerah dan dana desa merupakan wujud dari
komitmen pemerintah untuk mengurangi gap yang ada. Berdasarkan inilah, buku
ini menjadi suatu hal yang penting untuk dapat memberikan sedikit informasi
mengenai pengembangan dana ke transfer dan dana desa.

Ketentuan perencanaan hingga evaluasi transfer ke daerah dan dana desa telah
disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 yang
merupakan penggantian dari  Peraturan Menteri Keuangan Nomor
48/PMK.07/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

Buku ini terdiri dari empat bab. Bab I terdiri dari pendahuluan yang berisi gambaran
Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa secara global. Bab Il membahas tentang Transfer



Ke Daerah yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, serta Dana
Otomomi Khusus dan & Dana Keistimewaan DIY. Bab Il membahas mengenai Dana
Desa dengan perkembangan terakhir. Bab IV penutup.

Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan agar lebih mempertajam

substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Dan

terakhir, semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, Juni 2017

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
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Terjadi perubahan pada beberapa mata anggaran transfer ke daerah sejak tahun 2016 serta

proses pengajuannya. Sebelum tahun 2015

, transfer ke daerah ditentukan oleh pusat apa

saja yang akan ditransfer serta besarannya. Sedangkan sejak tahun 2016, transfer ke
daerah dilakukan berdasarkan proposal yang dibuat oleh pemerintah daerah berdasarkan

kebutuhan daerahnya. Setelah itu kemudia
lebih lanjut dengan kementerian terkait u

n diajukan ke pemerintah pusat untuk dibahas
ntuk menentukan mata anggaran mana yang

disetujui dan sesuai dengan kriteria teknis untuk kemudian dicantumkan dalam

penyusunan APBN.
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Berdasarkan Gambar 1, komposisi transfer ke daerah mengalami perubahan dari
sebelumnya terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan DIY,
dan dana transfer lainnya menjadi terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah
serta dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY.

Postur dan struktur Dana Perimbangan dalam APBN mengalami perubahan, dimana
sebelumnya Dana Perimbangan berupa DBH, DAU dan DAK, kini Dana perimbangan terdiri
dari Dana Transfer Umum (DBH dan DAU), dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK
Nonfisik). Pengalokasian Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan
sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi
kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah (horizontal imbalance).!

Dalam alokasi Dana Transfer Khusus tahun 2016, terdapat 4 perubahan mendasar yang
terjadi, yaitu pertama perubahan struktur DAK yang pada tahun-tahun sebelumya hanya
terdiri dari DAK Fisik, menjadi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Selanjutnya, kedua, pengalihan
beberapa Dana  Dekonsentrasi dan  Tugas Pembantuan vyang dikelola
Kementerian/Lembaga menjadi Dana Transfer Khusus. Peleburan alokasi dana
dekonsentrasi atau tugas pembantuan dari kementerian lembaga (K/L) ke alokasi Dana
Transfer Khusus masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap
pemda. Desentralisasi fiskal ini untuk mewujudkan desentralisasi ekonomi sehingga setiap
daerah harus bertanggung jawab pada kegiatan ekonomi. Ketiga, meningkatnya pagu Dana
Transfer Khusus lebih dari 4 kali lipat dari pagu DAK tahun 2015. Terakhir, keempat, tata
cara pengalokasian DAK yang tahun-tahun sebelumnya bersifat top-down berubah menjadi
bersifat bottom-up dengan memperhatikan usulan daerah yang sesuai dengan prioritas
nasional. 2

1 Buku pelengkap Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2010
2 Http://www.kemenkeu.go.id/Berita/4-perubahan-dalam-alokasi-dak-2016 diakses tanggal 16-02-2017



